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ABSTRAK

ANALISIS SANKSI PIDANA PERINGATAN TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Oleh
MUHAMMAD KHADAF AZWAR

Pidana peringatan merupakan salah satu sanksi terhadap anak yang melakukan
tindak pidana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012. Pada pelaksanaannya pidana peringatan ini masih menimbulkan kontroversi
khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan pidana peringatan tersebut.
Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana peringatan
bagi anak yang melakukan tindak pidana, (2) Apakah faktor penghambat
pel aksanaan sanksi pidana peringatan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Narasumber terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ketua LSM
LAdA dan dosen hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara
kualitatif dan penarikan simpulan dilakukan dengan metode induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Sanksi pidana peringatan bagi
anak yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan oleh hakim terhadap tindak
pidana ringan oleh anak. Hakim dalam menerapkan pidana peringatan
mempertimbangkan dampak dari pidana penjara yang berpotenss memberikan
dampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak dan penerimaan
masyarakat yang kurang baik terhadap anak mantan narapidana, sehingga hakim
lebih memilih pemidanaan dalam bentuk pembinaan kepada anak sebagai pelaku
tindak pidana. (2) Faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan sanksi pidana
peringatan bagi anak yang melakukan tindak pidana faktor perundang-undangan
yang menghambat penergpan sanksi pidana peringatan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana adalah belum adanya mengenai upaya yang harus
dilakukan apabila terjadi penolakan diversi. Faktor penegak hukum yaitu secara
kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik anak dalam menangani perkara anak.
Faktor masyarakat, yaitu keluarga korban yang tidak menerima pidana peringatan
dan menolak dilaksanakannyadiversi.



Muhammad Khadafi Azwar
Saran dalam penditian ini adalah: (1) Orang tua dan masyarakat hendaknya
semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat
bermain anak, ha ini penting dilakukan guna mengantisipasi potensi terjadinya
tindak pidana yang dilakukan oleh anak. (2) Aparat penegak hukum dan institus
terkait untuk meningkatkan sosialiasi dan pembinaan pada anak tentang pencegahan
anak dari perilaku anak menyimpang dan berpotensi melakukan tindak pidana.

KataKunci: Sanksi Pidana Peringatan, Anak, Tindak Pidana
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di
Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak
masih di bawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang
diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka

masuk dalam kategori di bawah umur.*

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang
berhadapan dengan hukum adalah pemberlakukan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu terdapat
pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan beberapa undang-undang
tersebut merupakan upaya penyempurnaan perlindungan terhadap hak-hak anak
yang telah lama diupayakan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sesual dengan aturan di atas, dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi

dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang

! Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung. 2009. him. 43



pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak
dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi
adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses
penanganannya sehingga ha ini akan berpijak pada kepentingan anak.
Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan,
perlakuan, perawatan serta perlindungan khusus bagi anak dalam upaya

memberikan perlindungan hukum pada anak yang berhadapan dengan hukum.?

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan
nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah
melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan
Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.
Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan
pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan
menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan

hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.>

Perubahan dan perkembangan dalam kerangka pembangunan hukum khususnya
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak. Perubahan dan perkembangan tersebut diantaranya adalah
adanya divers terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat

(7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

% 1bid, him. 44.
% Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia
Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006.hIm. 32



dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan diversi bertujuan
sebagal berikut:

Mencapai perdamaian antara korban dan anak
Menyel esaikan perkara anak di luar proses peradilan
Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

M enanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Cep oo

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya
perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan
pidana yang terpadu atau juga bisajadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah
ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan upaya

untuk memenuhi berbagal hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan
reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-undang atau substansi hukum.
Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum
pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari
berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosia, kebijakan kriminal, dan
kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada
hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan

reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-



filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan

sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.*

Pembaharuan hukum pidana tersebut harus dilakukan dengan pendekatan
kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu
langkah kebijakan. Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai,
oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada
pendekatan nilai. Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan
kebijakan sebagal bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya untuk
mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk didalamnya masalah kemanusiaan)
daam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional vyaitu kesgahteraan
masyarakat, Selain itu sebagal bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari
upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan keahatan),

khususnya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus
terhadap anak anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini dipertegas dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan
pemberlakuan undang-undang ini adalah anak dipandang bagian dari generasi
muda sebagal salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan
penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam

“ Erni Dwita Silambi dan Andi Sofyan. Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
http://www.hukumonline.com/artikel perlidungananak _html. Diakses 13 September 2017. Pukul
16.00-16.30 WIB.



rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara
seimbang. Untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak, diperlukan
dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang
lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai Pengadilan bagi

anak perlu dilakukan secara khusus.

Kesenjangan hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana diantaranya adalah pelaksanaannya yang belum
maksimal, karena kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam
penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Masih terdapat
perlakuan yang sama seperti orang dewasa terhadap anak yang melakukan tindak
pidana, baik dalam proses penyidikan maupun penempatannya di dalam lembaga
pemasyarakatan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan semangat
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

Adapun substans yang diatur dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan
dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang
paling mendasar daam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas
mengenal Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari
dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari
stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak

dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.



Keadilan Restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara di luar
pengadilan, semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bersama-sama
mengatas masalah serta menciptakan suatu kewagjiban untuk membuat segala
sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat
dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati
yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. °

Sistem pemberian sanks yang diatur didalam Undang Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak, dikenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan yang mana
pidana pokok dan tambahan yang diatur didalam undang-undang ini berbeda
dengan pidana pokok dan tambahan yang diatur di dalam KUHP. Di dalam Pasal
71 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak diatur mengenai pidana pokok yakni pidana peringatan.

Adanya pidana pokok berupa pidana peringatan masih menimbulkan kontroversi
khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan pidana peringatan tersebut. Adapun
kontroversinya adalah pidana peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
tersebut tidak disertai dengan batasan pengertian yang jelas, jugatidak diatur dan
dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebaga pidana dan bukan
sebagal tindakan. Pengaturan Pasal 72 tersebut menentukan bahwa pidana
peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan
kebebasan anak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman hanya berupa

peringatan, dan tidak sampai ke pengadilan.

® Adrianus Meliala, Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia Fakultas
Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, him.6



Mengingat ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pidana peringatan yang
kurang definitif ini maka belum ada contoh kasus yang dapat dijadikan acuan
tentang bagaimana pidana peringatan tersebut diimplementasikan terhadap anak
yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis
tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: Analisis Sanksi Pidana

Peringatan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pelaksanaan sanks pidana peringatan bagi anak yang
melakukan tindak pidana?

b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan sanks pidana peringatan bagi anak

yang melakukan tindak pidana?

2. Ruang Lingkup Pendlitian

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai
pelaksanaan sanksi pidana peringatan bagi anak yang melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor penghambat
pelaksanaan sanksi pidana peringatan bagi anak yang melakukan tindak pidana.
Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Kota Bandar

Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2017.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang digukan maka tujuan penelitian ini adalah:

a Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana peringatan bagi anak yang
melakukan tindak pidana

b. Untuk mengetahui penghambat pelaksanaan sanksi pidana peringatan bagi

anak yang melakukan tindak pidana

2. Kegunaan Pendlitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Hasil pendlitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu
hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pidana
peringatan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran
bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi
pihak-pihak yang lain yang akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan
sanksi pidana peringatan bagi anak yang melakukan tindak pidana di masa

yang akan datang.



D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. KerangkaTeori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,

khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang

digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Terdapat tigateori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

a)

b)

Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu
pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar
menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana
untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam
semua ha harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah
melakukan keahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat
sepakat  untuk menghancurkan dirinya sendiri  (membubarkan
masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara
harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat
itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus
menerima ganjaran dari perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak
bole tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian
mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian
dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan
umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan
tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi
mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah
pembal asan.

Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu
perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat,
dalam arti bahwa pidana dijatunkan bukan karena orang telah berbuat
jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan
kgiahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya
menjatuhk:an pidana sgja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori
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relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana
untuk mencegah keahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus
(special prevention) dengan prevenss umum (general prevention),
prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pencegahan
keahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah
laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti
telah dikenal dengan rehabilitation theory. prevensi umum diMaksudkan
pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaHaan kejahatan
ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat
untuk tidak melakukan tindak pidana.

c) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari
suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah
dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak
pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat
umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran
penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai
pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun
terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan
untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pernidanaan yang
mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan
atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori
pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-kelemahan
terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan
berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara untuk
menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak
bermanfaat bagi masyarakat. tujuan pidana adalah mencegah keahatan
sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum
maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan,
maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan
bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri. ®

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara umum tujuan

pemidanaan adalah:

a

b.

Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
dan pengayoman masyarakat.

Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi
orang baik dan berguna.

Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
Membebaskan rasa bersalah pada terpidana Pemidanaan tidak
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan
martabat manusia.’

® Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
1984. him.32.
" Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. him.49
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Jenis-jenis pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana setelah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak di atur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

a. pidanaperingatan;

b. pidanadengan syarat:

1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.

pelatihan kerja;

pembinaan dalam lembaga;

e. penjara

oo

Sesuai dengan ketentuan di atas maka pidana pokok yang didahulukan
penerapannya terhadap anak yang melakukan tindak pidana pidana peringatan.
Pidana peringatan menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pidana ringan yang tidak
mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dalam hal ini anak hanya diberikan
hukuman hanya berupa peringatan tidak sampai ke pengadilan. Pemberlakuan
pidana peringatan ini berkaiatan dengan upaya diversi (penyelesaian melalui jalur
non formal) pada seluruh tahapan proses hukum terhadap anak. Sistem peradilan
pidana anak wajib diupayakan Diversi. Divers adalah pengalihan penyelesaian

perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/
pemeliharaan keseimbangan hak dan kewagjiban warga masyarakat sesuai harkat

dan martabat manusia serta sesual dengan peraturan perundang-undangan di
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bidang hukum pidana. Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata
pelaksanaan perundang-undangan sgja, namun terdapat juga faktor-faktor yang
mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak
sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan
secara normatif.

2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam
kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa
keadilan tanpa kebenaran adalah kebegatan dan kebenaran tanpa kejujuran
adal ah kemunafikan.

3) Faktor saranadan fasilitas
Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan.

4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum
yang baik.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat,
semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan
dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam
menegakkannya.®

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan
dalam melaksanakan penelitian °. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

8 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta
Jakarta. 1986. him.8-11
® Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.103
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. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima
sebagai suatu kebenaran atau penyel esaian masaah'®

Pidana peringatan menurut Pasal 71 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah salah satu
pidana pokok bagi anak yang melakukan tindak pidana

. Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak

. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana yang disertai ancaman (sanks) berupa pidana tertentu bagi
sigpa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran
norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak
sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku™

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.*?

. Diversi menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara

anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

191 exy JMoleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.him. 54

1 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 54
12 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. him. 2
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan

sebagal berikut:

PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,
Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi tentang pelaksanaan sanksi pidana peringatan
bagi anak yang melakukan tindak pidana

METODE PENELITIAN

Berist metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan
Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan
dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Beris penygjian hasil penelitian, pembahasan dan andlisis mengenai
pelaksanaan sanksi pidana peringatan bagi anak yang melakukan tindak
pidana dan faktor penghambat pelaksanaan sanksi pidana peringatan bagi
anak yang melakukan tindak pidana

PENUTUP

Beris kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Batas Usia Anak Menurut Undang-Undang

Beberapa batasan umur sebagal pengertian mengenai anak menurut peraturan
perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan
sebagal anak yang antaralain sebagai berikut:
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai
anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang K esejahteraan Anak.
Pasal 1 Angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai
batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus
dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak
asas manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-

Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan
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bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setigp anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

B. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan
perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana
anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai
berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan
terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk
yang dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan
perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan |aporan,
pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi
dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang

diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan
masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan
yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan,
melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau
mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan
sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan,
hakuntuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan
Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan

perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara,
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hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak

untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk
memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak
untuk menerima surat penggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146
Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub
b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal
177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan

saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai
pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam
kedudukannya sebagai pelaku:

a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.

b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.

c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan
mengenai dirinya.

d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan
penderitaan mental, fisik, sosial dari sigpa sgja.

e. Hak untuk menyatakan pendapat.

Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan

penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenal

orangnya atau hukum yang diterapkan.

g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif,
yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. **

—

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk

memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak

3 Arif Gosita,Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung. 2009.him.52
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untuk menerima surat penggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146
Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub
b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasa
177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan

saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
apabila dikgi secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai
hukum pidana anak materiil pada satu pihak dan sebaga hukum acara pidana anak
pada lain pihak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara undang-undang ini
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hubungan hukum khusus dan
hukum umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
merupakan hukum khusus (lex specialis) yang dadam KUHP dan KUHAP
merupakan hukum umum (lex generalis). Hubungan ini mengandung arti bahwa
asas-asas dan garan-garan hukum pidana yang terkandung dalam KUHP dan

KUHAP pun tetap berlaku untuk Pengadilan Anak

Kelemahan lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak adalah pada Pasal 95 yang memberikan peran yang dominan terhadap
hakim, dibandingkan peran penyidik dan penuntut umum (jaksa). Kemudian,
undang-undang ini tidak mengatur diversi untuk mengalihkan perkara anak di luar
jaur peradilan formal sehingga anak mendapatkan stigmatisasi. Sebangun dengan
permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak belum mengakomodasi model keadilan restoratif.
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Sesual dengan kondisi di atas maka paradigma filosofi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menganut pendekatan
yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive). Model peradilan
anak retributif tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai
bagi berkembangnya sistem peradilan anak. Selain kelemahan di atas ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang bertentangan dengan
spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak
yaitu usia minimum pertanggung jawaban pidana anak 8 tahun; penggunaan term
hukum (legal term) anak nakal; dan tidak adanya mekanisme pembinaan anak

yang ada adal ah sistem penghukuman anak.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak
anak sebaga pelaku tindak pidana. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah
nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan
kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini
didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorintasi pada pembinaan
terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi

kejahatannya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih menganut
pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive) dan
belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan restorative (Restor ative justice)

dan diversi; undang-undang ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai undang-
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undang lex specialis dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak
yang melakukan tindak pidana; Secara substantif bertentangan dengan spirit

perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam KHA.*

Pengadilan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu
peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam
pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan
hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni
resosidias serta rehabilitas anak dan kesgjahteraan sosia anak tidak melaui
keadilan restoratif dan divers tidak menjadi substansi undang-undang tersebut.
Akibatnya perkara anak, meskipun melakukan tindak pidana ringan harus
menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan
sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi
yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanks pidana dari pada
sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum

di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

Sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku
dan sanks tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.
Bahkan sgumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana bagi aparat penegak hukum
khususnya hakim. Jika hakim melanggar kode etik dalam membuat putusan maka

bisa dikenakan sanksi. Pasal 96 mengatur bahwa penyidik, penuntut Umum, dan

¥ Arif Gosita, Op.Cit., him.71
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hakim yang dengan senggja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00.
Pasa 100 menyebutkan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan

kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Ketentuan yang bertentangan antara lain: (i) Usia minimum pertanggung jawaban
pidana terlalu rendah; (ii) penggunaan term hukum (legal term) anak nakal; dan
(i) tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman
anak; Pengadilan anak kerena merupakan bagian dari peradilan umum, maka
proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan. Permasalahan-
permasalahan di atas memperlihatkan bahwa peraturan perundangan yang
melandasi operasionalisasi sistem peradilan anak dan menjadi dasar hukum bagi
aparat penegak hukum masih terdapat kesenjangan (gap) karena tidak sesual

dengan standar universal yang menjamin hak anak. *°
C. Diversi dalam Perkara Anak

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan diversi bertujuan:
a. Mencapa perdamaian antara korban dan anak
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

% |bid. him.72
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d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berisi bahwa
pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan
negeri wajib diupayakan diversi. Pasa 7 Ayat (2) beris bahwa divers
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang
dilakukan: @) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan

merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya
perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan
pidana yang terpadu atau juga bisajadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah
ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut merupakan upaya

untuk memenuhi berbagal hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa
pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-
undang atau substans hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian
dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum
pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial,
kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian
pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya
untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai

sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang
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melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum

di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA) juga mengatur ketentuan pidana bagi Polis, Jaksa, Hakim, Peabat
Pengadilan dan Penyebar Informasi, yang terdapat ketentuan Pasal 96, Pasal 100,
dan Pasal 101. Pasal 96 UU SPPA menyatakan: “Penyidik, Penuntut Umum, dan
Hakim yang dengan senggja tidak melaksanakan kewagjiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

(dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasa 7 Ayat (1) UU SPPA dimaksud menyatakan: “Pada tingkat penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wagjib
diupayakan Diversi.” Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak: “Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3), Pasal 37 Ayat (3), dan

Pasal 38 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 35 Ayat (3) UU SPPA dimaksud menyatakan: “Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum
memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.” Pasal 37 Ayat (3):
“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) telah
berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib
dikeluarkan demi hukum.” Pasal 38 Ayat (3): “Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) telah berakhir dan Hakim

Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”
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Pasa 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak menyatakan bahwa Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak
mel aksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 62 UU SPPA dimaksud
menyatakan: (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan
diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. (2) Pengadilan wagjib
memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sgak putusan diucapkan
kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing

K emasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasa 101 UU SPPA
tersebut mengurangi dergjat  independenst hakim dalam melaksanakan tugas
justicial-nya. Ancaman sanksi pidanadalam ketentuan pasal-pasal tersebut
telah membuka penafsiran bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana formal
anak (prosedur hukum acara) merupakan suatu tindak pidana dan harus diancam
dengan sanksi pidana. Padahal hukum pidana formal anak adalah instrumen bagi
hakim untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum
pidana materiil anak. Konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana forma Anak
(prosedur hukum acara) ini adalah sanks administratif, karena dikategorikan
sebagal pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Pengawasan terhadap pelanggaran ini pun telah dilakukan oleh lembaga yang
masih berada dalam cabang kekuasaan yang sama yaitu Mahkamah Agung dan

Komisi Yudisid.
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D. Restorative Justice pada Perkara Anak

Konsep hukum seldu mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika
kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan, salah satunya adalah
tentang keadilan restoratif atau Restorative justice.'® Kemajuan dalam sistem
peradilan pidana terhadap anak mengalami kemguan dengan diberlakukanya
divers sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan, yang berorientasi
pada upaya pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut
Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara
anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa diversi bertujuan
mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyel esaikan perkara anak di luar
proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya
perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan
Pidana Terpadu (integrated criminal justice system) atau juga bisa jadi
pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Pemberlakuan kedua
undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memenuhi berbagai hak anak

yang bermasalah dengan hukum.

1 Adrianus Meliala, Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posis dan Potensinya di Indonesia
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, him. 4
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Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang
terkandung di dalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek
prosedural akan di ‘nomor duakan’. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke
dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif,
keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut
pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat.
Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan
yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif
adalah setigp orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk

memperoleh keadilan. *’

Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan
berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal-
prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat
memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Sebagai
lembaga yang mengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir
konstitusi, maka konsekwensinya ialah menjamin hak-hk rakyat yang telah

ditegaskan dalam konstitusi.

Restorative justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan
penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana
(keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya
perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan

hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan

17 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http:/mahfudmd.com. Diakses 13

September 2017. Pukul 15.00-15.30 WIB.
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dengan balk dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para
pihak". Keadilan restoratif sebagai pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem
peradilan pidana yang rasional. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu
paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara
pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan

pidana yang ada saat ini.*®

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar)
dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi
atau musywarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak
yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana
(keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi
terbailk yang disetujui dan disepakati para pihak. Restorative justice dikatakan
sebagail falsafah (pedoman dasar) dalam mencapa keadilan yang dilakukan oleh
para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari
pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya
korban/kerugian dari perbuatan pidanatersebut. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa Restor ative justicemengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:
1) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana
(keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk
bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti

kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya

¥ Romli Atmasasmita, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan
Implementasinya, Raja Grafindo Persada, 2003, him. 57.
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3) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku
tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai

persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. *°

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak
pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan
menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di
pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.
Sehingga dapat diartikan bahwa Restorative justice adalah suatu rangkaian proses
penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-
restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita
oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi
majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanks pidana yang
dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Restorative Justice dalam ilmu
hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti
sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum
maka keadaan akan menjadi berubah, maka disitulah peran hukum untuk
melindungi  hak-hak setigp korban kegahatan. Dalam proses peradilan
pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban,

sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Restoras meliputi  pemulihan hubungan antara pihak korban dan

pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara

9 Muhammad Mustofa, Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan
"Restorative Justice" di Indonesia, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas IImu Sosial dan
Ilmu Poalitik Ul dan Australia Agency for International Development. 2011.him.4

% Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme,
Binacipta, Bandung, 1996, him. 101.
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korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang
dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui
mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan
lainnya. Hal ini penting karena proses pemidanaan konvensiona tidak
memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana
dalam ha ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk
berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah
mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan
eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang
hanya menjadi jurisdiks para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat
seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan
pemidanaan atau punishment (penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya
restorative justiceyang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.
Sudah saatnya falsafah Restorative justice menjadi pertimbangan dalam sistem
pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-
undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik aduan (Klacht
delict) agar penitik beratan pada kondis terciptanya keadilan dan keseimbangan
perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat
tercapal dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanks pidana (hukuman
penjara) daam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir
pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi

mencapai  sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan
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dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman

penjara semata tapi juga melalui penerapan Restorative justice. %

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil.
Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada
yang benar. Keadilan menurut kgjian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip,
yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap
manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah

itu dikatakan adil.??

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih
dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menila bahwa lembaga
Pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku,
dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor
tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan

normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap
semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan
normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena
hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut
untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan

normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu sga sulit

2 Spehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan
Implementasinya, Raja Grafindo Persada, 2003, him. 49
%2 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. him. 64
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diwujudkan melalui putusan hakim Pengadilan, karena hakim dan lembaga

Pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang
permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan
bahwa dalam sidang permusyawaratan, setigp hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan
hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang
tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang
secara formal-prosedural benar bisa sga disalahkan secara materiil dan
substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal
salah bisa sgja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil
(hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar
substans keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim
harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan
substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi
rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedura undang-undang

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan
bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan

hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.
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Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum
progresif:

1. Dimens dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif.
Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang
memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.

2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual

dan ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.?®

Revitalisas hukum dalam logika itulah dilakukan, karena bagi hukum progresif,
proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku
hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para
pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan
pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu
perubahan peraturan. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya,
yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi
penentu dan titik orientas hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan
sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari
kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk

mengabdi pada kesgjahteraan manusia.

Eksistensi proses restorative justice sebagal aternatif penyelesaian perkara pidana
sangat ditentukan oleh legal culture baik dari masyarakat termasuk aparatur
penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan

penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak

23 Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009. him. 3
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bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk
mengenakan sanks kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan
atau rehabilitass menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian
peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.
Restorative justice lebih pada penyelesasian masalah antara para pihak dalam
hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah.
Falsafat just peace principle diintegrasikan dengan the process of meeting,
discussing and activety participating in the resolutian of the criminal matter.
Integrasi pelaku di satu sisi dan kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada

pola hubungan baik dalam masyarakat.*

Keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespon
pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan
pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang

bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif

24 paulus Hadisupranto. Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia mada Datang,
Universitas Diponegoro Press, Semarang. 2006. him. 7



juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam

merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan
tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (forma dan materil).
Restorative justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem
pemasyarakatan. Sesual dengan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang
berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu
keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal
inilah yang mendorong ke depan konsep restorative justice”. Substansi
’restorative justice” berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipas
bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu
peristiva atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat
sebagai “stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan

penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.

Pandangan keadilan restoratif menekankan pertanggungjawaban pelaku sebagai
usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan
kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan dan menjaga
ketertiban umum. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma
yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil kerja sistem peradilan pidana
yang ada saat ini. Pendekatan ini dipaka sebagai bingka strategi penanganan
perkara pidana. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat

pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.

% Rufinus Hutahuruk, Loc.Cit, him. 102.
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Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kualitas dirinya.
Meélibatkan para korban dan pihak-pihak yang terkait di dalam forum sehubungan

dengan penyel esaian masalah.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU SPPA, keadilan restoratif adalah pendekatan
yang digunakan dalam pelaksanaan divers, yaitu penyelesaian perkara pidana
anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya,
korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja
Sosia Profesional. Akan tetapi, proses divers ini hanya dapat dilakukan untuk
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan

merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA).

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang
terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta
menciptakan suatu kewgjiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih
baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi
untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan
pembalasan. Proses peradilan perkara Anak sgjak ditangkap, ditahan, dan diadili
pembinaannya wajib dilakukan oleh pegjabat khusus yang memahami masalah
Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga,
dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan,

yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
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E. Jenis-JenisPidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim
setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang
tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana
kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang

bersalah melakukannya %

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang
hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan
yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan.
Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan
putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan
berkewgjiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang

berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.?’

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan
pelaksanaan tugas hakim sebagal aparat penegak hukum yang memberikan
putusan terhadap perkara yang digjukan, di mana dalam perkara pidana, ha itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menetukan bahwa

suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping

% |jlik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, him. 152-153
" Ibid, him. 154
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adanya aat-aat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud

proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap

pelaku tindak pidana.

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidanaterdiri dari:

1

Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan
hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila
Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

Putusan Lepas, daam ha ini berdasarkan Pasa 191 ayat (2) KUHAP
Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa
terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan
merupakan suatu tindak pidana.

Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan
meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan

ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa®

Sistem Pemidanaan di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada KUHP yang

tercantum dalam Pasal 10. Pasal ini sebagal dasar bagi hakim dalam menjatuhkan

pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ada 2 (dua)

jenis pidanayaitu:

% Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him.104-105.
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a. Pidana pokok meliputi:

1) Pidana mati,

2) Pidana penjara,

3) Pidana kurungan,

4) Pidana denda.
b. Pidanatambahan meliputi:

1) Pencabutan hak-hak tertentu,

2) Perampasan barang-barang tertentu,

3) Pengumuman putusan Hakim.
Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian
pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang
perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman
pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak
pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan
mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan

yang telah dilarang dan diancam pidanaitu.

F. Pengertian Pidana Peringatan

Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak pada dasarnya merupakan upaya mengatasi kelemahan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Salah satu hal baru yang
diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem
pemberian sanks yang terdiri atas pidana pokok, yaitu dalam Pasal 71 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
terdiri atas:

a. pidanaperingatan;

b. pidanadengan syarat:
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4) pembinaan di luar lembaga;
5) pelayanan masyarakat; atau
6) pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga;

e. penjara

Sesuai dengan ketentuan di atas maka pidana pokok yang didahulukan
penerapannya terhadap anak yang melakukan tindak pidana pidana peringatan.
Pidana peringatan menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pidana ringan yang tidak
mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dalam hal ini anak hanya diberikan
hukuman hanya berupa peringatan tidak sampai ke pengadilan. Pemberlakuan
pidana peringatan ini berkaiatan dengan upaya diversi (penyelesaian melalui jalur
non formal) pada seluruh tahapan proses hukum terhadap anak. Sistem peradilan
pidana anak wajib diupayakan Diversi. Divers adalah pengalihan penyelesaian

perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

G. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran
klasik dan aliran modern, airan klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu
paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan
tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga

asas sebagal berikut:
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a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang,
tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa
Undang-Undang.

b. Asas kesalahan yang beris bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak
pidana bukannya dengan sengaja atau keal paan.

c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara
konkrit tidak dikenakan dengar maksud untuk mencapai sesuatu basil yang
bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang
dilakukan. %

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap

manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan

dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat.

Aliran klask melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana
yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama
meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya
dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat
dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang
sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksdnya adalah
pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembaasan atau ganjaran atas
kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah
pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana

agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang™

Terdapat tigateori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut atau pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu
pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar

2 |bid. HIm. 7
%0 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. HIm. 77
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menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebaga sarana
untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua
hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan
kegjahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk
menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan
terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum
resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini
harus dilaksanakan karena setigp orang harus menerima ganjaran dari
perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak bole tetap ada pada anggota
masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang
sebagal orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan
pelanggaran terhadap keadilan umum®!

b. Teori Relatif atau Tujuan

C.

Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu
perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam
arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat,
melainkan pidana dijatunkan agar orang tidak melakukan kejahatan.
Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana
sgja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini adalah
terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat
dibedakan antara prevensi khusus (special prevention) dengan prevensi umum
(general prevention), prevens khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap
pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan
mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana.
Teori ini seperti telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan
prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya
pencegaaan kejahatan itu ingin dicapa oleh pidana dengan mempengaruhi
tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga
bentuk pengaruh dalam pengertian prevenss umum, Yyaitu pengaruh
pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan mora dan
pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu
tindak pidana yang dilakukan juga sebaga usaha mencegah dilakukannya
tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana
diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi
perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana
di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagal pidana yang memiliki
kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini
memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap
teori pernidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.

! Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op.Cit. him.32.
% |bid. him.33.
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Timbulnya teori gabungan atau airan integratif ini karena adanya berbagai
kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding
kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit
untuk menentukan berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara
untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak
bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk
mencegah kejahatantan sehingga dijatunkan pidana yang berat oleh teori
pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan
itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa
keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri. >

% bid. him.33.



[11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan M asalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelgjari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganaisanya.®*

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelgari, melihat dan
menelaah mengenal beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-
asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum

dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasal ahan penélitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh
pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengena gejala dan objek yang
sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendlitian ini
bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian
ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori

dalam kerangka penemuan ilmiah.

#Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, him. 43.



2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelgari hukum dalam
kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan,
baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang

didasarkan padaidentifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis dataterdiri dari data primer dan data sekunder:
1. DataPrimer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari |apangan
penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber
untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbaga sumber
hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
a.  Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer bersumber dari:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang K ekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai
referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan masalah pendlitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

b) Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang

c) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila

d) Pengurus LSM Lembaga Advokasi Anak Banda Lampung

Jumlah

: 1 orang
: 1 orang

: 1 orang+

: 3orang
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a.  Studi pustaka (library research)
Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan
mengutip dari literatur serta melakukan pengkagian terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (field research)
Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai
usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam

penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah
diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang
dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:
a Seleks data
Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data
selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasal ahan yang diteliti.
b. Klasifikas data
Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang
telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.



a7

c. Sistematisas data
Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan
dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan

sehingga mempermudah interpretasi data.

E. AnalissData

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara
sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk
memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode
induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.®

% Soerjono Soekanto. Op.Cit. him.112



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Sanks pidana peringatan bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat
diterapkan oleh hakim terhadap tindak pidana ringan oleh anak. Hakim dalam
menerapkan pidana peringatan mempertimbangkan dampak dari pidana
penjara yang berpotenst memberikan dampak buruk pada perkembangan dan
kepribadian anak dan penerimaan masyarakat yang kurang baik terhadap anak
mantan narapidana, sehingga hakim lebih memilih pemidanaan dalam bentuk
pembinaan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan sanksi pidana
peringatan bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah faktor perundang-
undangan, yaitu belum adanya mengenai upaya yang harus dilakukan apabila
terjadi penolakan diversi. Faktor penegak hukum yaitu secara kuantitas masih
terbatasnya jumlah penyidik anak dalam menangani perkara anak. Faktor
masyarakat, yaitu keluarga korban yang tidak menerima pidana peringatan dan

menolak dilaksanakannyadiversi.
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B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Orang tua dan masyarakat hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan
kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak, hal ini penting
dilakukan guna mengantisipas potens terjadinya tindak pidana yang
dilakukan oleh anak.

2. Aparat penegak hukum dan institus terkait untuk lebih meningkatkan
sosidias dan pembinaan kepada anak tentang pencegahan anak dari perilaku

anak menyimpang dan berpotensi melakukan tindak pidana.
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